
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:  

XXXXX, NIK 3203032003810003, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 20 Maret

1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat  tinggal  di Xxxxx,  Kabupaten  Cianjur,  sebagai

Pemohon;

Lawan

XXXXX, NIK 3203036802800008, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 28 Februari

1980,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Mengurus

Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  alamat  Kakak  Kandung

Termohon yang bernama Ibu Imas Sulastri di Xxxxx, Kabupaten

Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengarkan  keterangan  Pemohon  dan  Saksi-saksi  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang

telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cianjur,  dengan  Nomor

2762/Pdt.G/2024/PA.Cjr,  pada hari  itu juga, dengan dalil-dalil  pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  menikah  pada  tanggal  20

Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1429 H., yang

dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kabupaten

Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 244/74/III/2008, tanggal 24 Maret

2008;
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2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur; 

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki, Cianjur 21 Maret 2013, SD;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Januari  2019  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran; 

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Termohon  tidak  dapat  bersikap  tegas  kepada  anak  bawaan  Termohon

dengan  pernikahan  yang  sebelumnya,  sehingga  sering  menyebabkan

Pemohon dengan Termohon berselisih paham;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon  terjadi  sejak  bulan  Mei  2020  yang  mengakibatkan  antara

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan

sekarang  telah  berjalan  selama  4  tahun  2  bulan,  Termohon  pergi

meninggalkan kediaman bersama; 

7. Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Pemohon  dengan  Termohon

sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama

lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan

kembali; 

8. Bahwa  dengan  keadaan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Pemohon

merasa  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap  mempertahankan  ikatan

pernikahan dengan Termohon; 

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Cianjur  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (XXXXX)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Cianjur;

3. Menetapkan biaya perkara menurut  ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku; 

Subsidair:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  persidangan  Pemohon  dan  Termohon  hadir  di

persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun

tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi

dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan

para pihak telah sepakat memilih Mediator Elis Rahayu, S.Pdi.,  M.Si.,  M.Pd.

sebagai  mediator  sebagaimana  laporan  mediator  tanggal  19  Agustus  2024

akan tetapi tidak berhasil ; 

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon tersebut,  Termohon tidak

mengajukan jawaban karena sejak sidang kedua tanggal 19 Agustus 2024 dan

sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan

dalil  permohonannya  Pemohon Konvensi  dalam  persidangan,  mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Cianjur tertanggal 28 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh

Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Cibeber,  Kabupaten

Cianjur,  Provinsi  Jawa  Barat  tertanggal  24  Maret  2008,  yang  telah
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dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  surat  aslinya  dan  ternyata

cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojonggintung, RT 002, RW

002, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, setelah

mengangkat  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa  Saksi  sebagai  Kakak  Ipar  Pemohon,  saksi  mengetahui

Pemohon dan  Termohon adalah suami isteri  dan terakhir  keduanya

tinggal  bersama di  xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai  1

(satu) orang anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki,  Cianjur 21 Maret

2013, SD;

 Bahwa  sejak  bulan  Januari  2019  antara  Pemohon dengan

Termohon sering bertengkar yang disebabkan  Termohon tidak dapat

bersikap tegas kepada anak bawaan Termohon dengan pernikahan

yang sebelumnya, sehingga sering menyebabkan Pemohon dengan

Termohon berselisih paham;

 Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon

pisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

 Bahwa  sejak  Pemohon dan  Termohon pisah  tempat  tinggal

tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

 Bahwa  Pemohon  bekerja  sebagai  Wiraswasta  (Pedagang

Sembako) dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);

 Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan

tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di  BTN Kota Baru, Blok C5, No

008, RT 003, RW 012, Desa Sukasari,  Kecamatan Cilaku, Kabupaten
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Cianjur,  setelah  mengangkat  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa Saksi sebagai Adik kandung Pemohon, saksi mengetahui

Pemohon dan  Termohon adalah suami isteri  dan terakhir  keduanya

tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1

(satu) orang anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki,  Cianjur 21 Maret

2013, SD;

 Bahwa  sejak  bulan  Januari  2019  antara  Pemohon dengan

Termohon sering bertengkar yang disebabkan  Termohon tidak dapat

bersikap tegas kepada anak bawaan Termohon dengan pernikahan

yang sebelumnya, sehingga sering menyebabkan Pemohon dengan

Termohon berselisih paham;

 Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon

pisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

 Bahwa  sejak  Pemohon dan  Termohon pisah  tempat  tinggal

tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

 Bahwa  Pemohon  bekerja  sebagai  Wiraswasta  (Pedagang

Sembako) dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);

 Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon menyampaikan  kesimpulan  akhir  yang  pada

pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan  Termohon dan

menyatakan  dalam  keadaan  Suci  serta  mohon  agar  Pengadilan  segera

menjatuhkan putusannya; 

Bahwa tentang  jalannya  pemeriksaan  dalam persidangan  semuanya

telah  dicatat  di  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  dan  untuk

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang,  bahwa  pengadilan  telah  berusaha  mendamaikan  para

pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

mediator  Elis  Rahayu,  S.Pdi.,  M.Si.,  M.Pd.  namun  berdasarkan  laporan

mediator tanggal 19 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian

dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  sengketa  dalam  permohonan

Pemohon  adalah  Cerai  Talak  dengan  alasan  sebagaimana  diatur  dalam

penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o

pasal 19 huruf (f)  Perturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  sejak  bulan  Januari  2019  antara

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan  Termohon  tidak  dapat  bersikap  tegas  kepada  anak  bawaan

Termohon  dengan  pernikahan  yang  sebelumnya,  sehingga  sering

menyebabkan Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan sejak bulan

Mei  2020  antara  Pemohon  dengan  Termohon  pisah  tempat  tinggal  yang

sampai  perkara  ini  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cianjur

telah  berjalan  selama  4  tahun  2  bulan,  Termohon  pergi  meninggalkan

kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena sejak

sidang tanggal 19 Agustus 2024 dan sidang berikutnya Termohon tidak pernah

lagi hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo.  Pasal 1685 KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Dedi

Supriyadi bin H Apid, dan Ani Suryani binti Yayat Supriat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Katu Tanda Penduduk) dan P.2

(Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo.  Pasal 1870 KUH Perdata,

membuktikan  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 24 Maret 2008 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1  Pemohon yang bernama (Dedi Supriyadi

bin  H  Apid)  dan  saksi  2  Pemohon yang  bernama  (Ani  Suryani  binti  Yayat

Supriat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal

145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa

sejak  bulan  Januari  2019  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat bersikap

tegas kepada anak bawaan Termohon dengan pernikahan yang sebelumnya,

sehingga sering menyebabkan Pemohon dengan Termohon berselisih paham

dan sejak  bulan  Mei  2020  antara  Pemohon dengan  Termohon  telah  terjadi

pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang

sampai  perkara  ini  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cianjur

sudah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan dan sejak pisah tempat tinggal

tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  dari  para  pihak

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal  24 Maret  2008 yang dicatatkan di  Kantor  Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah

hidup  rukun  dalam keadaan  Ba'da  dukhul  dan  telah  dikaruniai  1  (satu)

orang anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki, Cianjur 21 Maret 2013, SD;
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 Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon  tidak

dapat bersikap tegas kepada anak bawaan Termohon dengan pernikahan

yang  sebelumnya,  sehingga  sering  menyebabkan  Pemohon  dengan

Termohon berselisih paham;

 Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah

terjadi  pisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Cianjur sudah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan dan sejak pisah

tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

1 Bahwa  Pemohon  bekerja  sebagai  Wiraswasta  (Pedagang  Sembako)

dengan  penghasilan  perbulannya  sekitar  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta

rupiah);

 Bahwa Pemohon menyanggupi memberi mut’ah Rp 3.500.000,- (tiga juta

lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pisahnya  tempat  tinggal  antara

Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun 2 bulan dan sejak

itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat

bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

benar-benar telah pecah (break down marriage);

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  rumah  tangga  telah pecah,

sebagaimana  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon,  maka  terciptanya

mawaddah  dan  rahmah  tidak  dapat  diharapkan  lagi,  sehingga  maksud  dan

tujuan  perkawinan  sebagaimana  maksud  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka

perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum

Islam yang  sekaligus  dijadikan  pertimbangan  Majelis  Hakim.  Norma  hukum

tersebut terkandung dalam :
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1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai 

berikut :

ينبغيا أنا يكونا إلىا الفرقةا سبيلا ما،ا وألا يسد
ذلكا منا كلا وجه،ا لنا حسما أسبابا التوصل

إلىا الفرقةا بالكليةا يقتضيا وجوهاا منا الضرر
والخللا منها:ا أنا منا الطبائعا ماا لا يألفا بعض
الطبائع،ا فكلماا اجتهدا فيا الجمعا بينهماا زاد
الشر،ا والنبوا (أيا الخلاف)ا وتنغصتا المعايش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal

tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya

karena karakteristik  manusia  itu,  satu dengan yang lain  tidak  selalu  ada

kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin

menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan

akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خيرا فيا اجتماعا بينا متباغضين،ا ومهماا يكن
أسبابا هذاا النزاعا خطيرااً أوا تافهااً فإنا منا الخير
أنا تنتهيا العلقةا الزوجيةا بينا هذينا الزوجين
لعلا اللها يهيئا لكلا واحدا منهماا شريكاا آخر

.لحياتها يجدا معها الطمأنينةا والستقرار
Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat

disatukan,  dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa  ini  besar

atau  kecil  namun  jelas  yang  lebih  baik  adalah  mengakhiri  hubungan

perjodohan  mereka,  barangkali  (sesudah  itu)  Allah  akan  menganugerahi

masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan

dan ketenteraman”; 

3. D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut : 

وانا اشـتدا عـدما رغبـةا الـزوجـةا لـزوجـهاا طلقـها
ا عليـها القاضىا طلقـة
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Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya

maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak

satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إذاَ يَا أعَْظمَُهُمَاا ضَرَرًاا تعََارَضَا إ مَفْسَدتَاَنإا رُوعإ
مَا بإارْتإكاَبإا أخََفِهإ

Artinya:“Apabila  terjadi  dua  kemadharatan/kerusakan  dalam suatu  kasus

maka  kemadharatan/kerusakan  yang  pengaruhnya  lebih  ringan

didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan

yaitu  mempertahankan  rumah  tangga  yang  sudah  sedemikian  rupa  dan

perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka

menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan,

karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa

justeru  akan  lebih  memperburuk  rumah  tangga  dimana  Pemohon dan

Termohon sama-sama tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  masing-masing,

hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri  apakah perkawinan itu

masih  dapat  dipertahankan  lagi  atau  tidak”.  (vide  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  sebagaimana  yang  dimaksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi

dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak

ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon

dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut; 

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut

di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum

pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh

Talak Satu Ba’in Sughro Termohon kepada Pemohon; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pasal  41  huruf  c  Undang-Undang

Nomor  1  tahun  1974,  Majelis  Hakim  karena  jabatannya  (ex  officio)  dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi

bekas isterinya;

Menimbang,  bahwa  tentang  kewjiban  bekas  suami  terhadap  bekas

isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  kewjiban  bekas  suami  terhadap  bekas  isterinya

sebagaimana  maksud  Pasal  tersebut  adalah  pemberian  Mutáh  dan  makna

filosofis  dari  kewajiban  pemberian  mut’ah  antara  lain  sebagai  konpensasi

terputusnya  rasa  cinta  dan  hilangnya  sejumlah  harapan  dari  isteri  yang

diceraikan,  yang  sudah  barang  tentu  kesemuanya  itu  akan  menimbulkan

kerugian baik yang bersifat  materiil  maupun moril,  dalam hal mana kerugian

semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah

hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul  dengan mempertimbangkan lama

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan memprtimbangkan

pekerjaan  Pemohon  sebagai  Wiraswasta  (Pedagang  Sembako)  dengan

penghasilan perbulannya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan

serta  kelayakan  dan  kewajaran,  maka  majelis  hakim  menghukum  kepada

Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut’ah secara patut yaitu berupa

uang  sebesar  Rp  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Pemberian

Mut’ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

نَۡمُتقِّيۡال علَىَ حَقّا ؕ فِۡرُوۡمَعۡباِل ۡ مَتاَعٌ تِٰمُطلَقّۡولَلِ
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Artinya:  kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh

suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi

orang-orang yang bertakwa.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  antara  Pemohon  dengan  Termohon

pernah hidup rukun dalam keadaan bakda Dukhul dan Termohon tidak nuzyus

dengan memprtimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas,

maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah

iddah  kepada  Termohon  sebesar  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah),  Hal  ini

sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna’ Juz II, halaman 118 yang berbunyi: 

والنفقة السكنى الرجعية للمعتدة ويجب
Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj’i selama menjalani iddah

mendapatkan dari suaminyatempat tinggal dan nafkah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-

hak  perempuan  pasca  perceraian  maka  pembayaran  kewajiban  akibat

perceraian  dapat  dicantumkan dalam amar  putusan dengan  kalimat  dibayar

pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum

kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan

ikrar  talak  dilaksanakan  berupa  mut’ah  dan  nafkah  iddah  sebagaimana

tercantum dalam amar putusan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  1  Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006  dan  perubahan  kedua  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  maka

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  ketentuan  Hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Termohon  (XXXXX)  terhadap

Pemohon (XXXXX);

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

a. Mut’ah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah);

b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

yang  harus  dibayar  pada  saat  Pemohon  mengucapkan  ikrar  talak  di

depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

1. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin

tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446

Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati,

S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh  H.  Agus  Alwi,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Irmantasir, M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 650.000,00

4. PNBP : Rp 20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp             10.000  ,00  

Jumlah : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 
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